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P U T U S A N

Nomor 253/Pdt.G/2025/PA.Mr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto  yang memeriksa dan mengadili  perkara

pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara

cerai gugat antara:

PENGGUGAT,  umur  22  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  Mengurus  Rumah

Tangga,  pendidikan  SLTA,  tempat  kediaman  di  Kabupaten

Mojokerto,  dalam  hal  ini  memberikan  kuasa  khusus  kepada

Anies Khoiru Diniyati, S.H., M.H.  Advokat yang tergabung pada

Kantor Hukum “AFA LAW OFFICE” yang berkedudukan di Jalan

Jampirogo RT 001  RW  002 Kelurahan  Jampirogo Kecamatan

Sooko Kabupaten Mojokerto  berdasarkan surat  Kuasa khusus

tanggal  20  Januari  2025  yang  telah  didaftar  dalam  Register

Kuasa  Nomor  120/Kuasa/1/2025/PA.Mr   tanggal  21  Januari

2025, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan

Tidak bekerja, tempat tinggal di RUMAH BU RT DYAH / HASIM

Kabupaten Mojokerto, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti-buktinya

dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Januari 2025

yang diajukan melalui  kuasanya secara elektronik (ecourt) telah mengajukan

gugatan  cerai  yang  didaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Mojokerto
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dengan  register  perkara  Nomor  253/Pdt.G/2025/PA.Mr,  tanggal  21  Januari

2025 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah

pada tanggal 13 November 2021 dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat

Nikah  (PPN)  pada  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan  Ngoro

Kabupaten Mojokerto, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0513/046/XI/2021

tertanggal 13 November 2021;

2. Bahwa,  pada  saat  akad  nikah  dilaksanakan,  status  Penggugat

adalah perawan dan Tergugat adalah duda cerai hidup tidak memiliki anak;

3. Bahwa,  setelah  akad  nikah  Penggugat  dan  Tergugat,  terkadang

bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Mojorejo;

4. Bahwa,  selama  perkawinan  berlangsung,  antara  Penggugat  dan

Tergugat  telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya  suami  isteri

namun tidak dikaruniai  anak;

5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

dalam keadaan rukun, namun sejak  bulan Desember tahun 2021, antara

Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

disebabkan;

Tergugat tidak memberi nafkah terhadap Penggugat;

 Bahwa  Tergugat  tidak  memberi  nafkah  kepada  Penggugat,

dikarenakan Tergugat tidak bekerja;

 Tergugat enggan mencari pekerjaan;

 Bahwa untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari, dibantu oleh ibu

kandung Penggugat;

6. ulBahwa,  akibat  dari  perselisihan  dan  pertengkaran  antara

Penggugat  dan Tergugat  tersebut  puncaknya pada Bulan Januari  Tahun

2022, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

7. Bahwab  sejak  saat  itu  Penggugat  bertempat  tinggal  di  orangtua

Penggugat di  Desa Mojorejo, sedangkan Tergugat tetap bertempat tinggal

di rumah orangtuanya di Kabupaten Mojokerto. Sehingga antara Penggugat

dan Tergugat  telah  berpisah tempat  tinggal  dan juga tidak  menjalankan

kewajibannya selayaknya suami istri selama 3 (tiga) tahun;
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8. Bahwa,  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  diupayakan  untuk

dapat  rukun  kembali  oleh  keluarga  masing-masing,  akan  tetapi  tidak

berhasil; 

9. Bahwa, gugatan perceraian ini  telah memenuhi  alasan perceraian

sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Islam di Indonesia Tahun 1991;

10. Penggugat  sanggup  membayar  biaya  perkara  sesuai  dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada

Ketua  Pengadilan  Agama  Mojokerto,  untuk  berkenan  memutuskan  sebagai

berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat  terhadap Penggugat;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau jika Pengadilan Agama Mojokerto  berpendapat  lain,  Penggugat  mohon

putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus

kepada Anies Khoiru Diniyati, S.H., M.H. Advokat yang tergabung pada Kantor

Hukum  “AFA LAW OFFICE” yang berkedudukan di Jalan Jampirogo RT 001

RW  002  Kelurahan  Jampirogo  Kecamatan  Sooko  Kabupaten  Mojokerto

berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 20 Januari 2025 yang telah didaftar

dalam Register  Kuasa  Nomor  120/Kuasa/1/2025/PA.Mr   tanggal  21  Januari

2025;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut

di  atas,  dan  memeriksa  pula  Kartu  Tanda  Pengenal  Advokat  (KTPA)  yang

bersangkutan; 

Bahwa pada hari  sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi

Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak
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datang  menghadap  ke  muka  sidang  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk

menghadap sebagai  wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil  secara

resmi dan patut melalui surat tercatat, sebagaimana relaas panggilan Nomor

253/Pdt.G/2025/PA.Mr  yang  dibacakan  di  dalam  sidang,  sedangkan  tidak

ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk

tidak  bercerai  dengan  Tergugat,  tetapi  Penggugat  tetap  pada  dalil-dalil

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat  gugatan

Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya  Penggugat  telah

mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  atas  nama  Penggugat  yang

dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Mojokerto,  04  Desember  2020,

telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;

2. Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  KUA

Ngoro  Kabupaten Mojokerto  Provinsi  Jawa Timur,   tanggal  13  November

2021, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti

P.2;

Bahwa  selain  bukti  surat,  Penggugat  juga  telah  mengajukan  2  (dua)

orang saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh pabrik,

bertempat  tinggal  di  Rt  03  Rw  01,  bawah  sumpahnya  memberikan

keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

 Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan

dengan Penggugat sebagai ibu Penggugat;

 Bahwa,  saksi  mengetahui  Penggugat  dan  Tergugat  sebagai

pasangan  suami  istri,  setelah  akad  nikah  keduanya  tinggal  di  rumah

orangtua Penggugat namun belum dikaruniai keturunan;
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 Bahwa,  saksi  mengetahui  keadaan rumah tangga Penggugat  dan

Tergugat  pada  awalnya  rukun  dan  harmonis  akan  tetapi  sejak  bulan

Desember 2021 mulai  tidak rukun lagi,  sering terjadi  pertengkaran dan

perselisihan;

 Bahwa,  saksi  mengetahui  yang  menjadi  penyebab

ketidakharmonisan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  adalah

masalah Tergugat tidak memberi nafkah terhadap Penggugat;

 Bahwa  saksi  pernah  melihat  sendiri  Penggugat  dan  Tergugat

bertengkar;

 Bahwa,  saksi  mengetahui  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sudah

berpisah tempat tinggal  selama 3 tahun sampai  dengan sekarang dan

tidak pernah saling mengunjungi;  

 Bahwa  saksi  mengetahui  yang  meninggalkan  kediaman  bersama

adalah Tergugat;

 Bahwa saksi  mengetahui  selama mereka berpisah tempat tinggal,

Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi;

 Bahwa saksi  mengetahui  selama  mereka  berpisah  tempat  tinggal

masing-masing  tidak  ada  yang  berusaha  mengajak  rukun  kembali

membina rumah tangga dengan baik;

 Bahwa,  pihak  keluarga  sudah  ada  upaya  mendamaikan  dan

merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil; 

 Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan

Tergugat karena sudah sulit dirukunkan lagi;

1. SAKSI  II,  umur  53  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  satpam,

bertempat  tinggal  di  Rt  2  Rw  3,  di  bawah  sumpahnya  memberikan

keterangan sebagai berikut:

 Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki

hubungan dengan Penggugat sebagai paman Penggugat;

 Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami

isteri yang sudah lama menikah, setelah akad  nikah keduanya tinggal di

rumah orangtua Penggugat namun belum dikaruniai keturunan;
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 Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan

Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak akhir tahun

2021 mulai tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

 Bahwa,  saksi  tidak  mengetahui  penyebab  pertengkaran

Penggugat dan Tergugat;

 Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah

berpisah tempat tinggal  selama 3 tahun sampai  dengan sekarang dan

tidak pernah saling mengunjungi atau berhubungan lagi; 

 Bahwa saksi tahu yang meninggalkan kediaman bersama adalah

Tergugat;

 Bahwa  saksi  mengetahui  selama  keduanya  berpisah  tempat

tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat;

 Bahwa selama mereka berpisah tempat  tinggal  masing-masing

tidak ada yang berusaha mengajak rukun kembali membina rumah tangga

dengan baik;

 Bahwa,  pihak  keluarga  sudah  ada  upaya  mendamaikan  dan

merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil; 

 Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat

dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan;

Bahwa  Penggugat  telah  menyampaikan  kesimpulan  yang  pada

pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan

Penggugat; 

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang

termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus

Penggugat tanggal 20 Januari 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa

Nomor 120/Kuasa/1/2025/PA.Mr  tanggal 21 Januari 202 ternyata telah sesuai
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dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor

6  Tahun  1994  tentang  Surat  Kuasa  Khusus,  dan  Majelis  Hakim  telah  pula

memeriksa  Kartu  Tanda  Pengenal  Advokat  (KTPA)  Kuasa  Penggugat,  dan

ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18

Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan

bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah

sehingga  Majelis  Hakim  dapat  menerima  dan  memberi  izin  kepada  Kuasa

Penggugat  tersebut  untuk  beracara  dalam  perkara  aquo sebagai  advokat

profesional;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya mengajukan gugatan

cerai  a  quo dengan  prosedur  e  court,  prosedur  mana  telah  sesuai  dengan

ketentuan  Peraturan  Mahkamah  Agung  RI.  Nomor  3  Tahun  2018,  tentang

Administrasi  Perkara  Di  Pengadilan  Secara  Elektronik,  yang  telah  diubah

dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2019 dan Peraturan

Mahkamah Agung RI. Nomor 7 Tahun 2022 oleh karenanya perkara a quo telah

memenuhi syarat untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  didampingi  kuasanya  hadir  di

persidangan,  sedangkan  Tergugat  tidak  hadir  dan  tidak  pula  mengirim

kuasanya untuk hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, meskipun yang

bersangkutan telah dipanggil  secara sah melalui  surat tercatat sebagaimana

ketentuan Pasal  17 Ayat  2  Peraturan Mahkamah Agung Republik  Indonesia

Nomor 7 Tahun 2022, tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung

Nomor  1  Tahun  2019  tentang  Administrasi  Perkara  dan  Persidangan  Di

Pengadilan Secara Elektronik.  Oleh karenanya Majelis Hakim menilai  bahwa

oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini

tidak layak dilakukan Mediasi, namun untuk memenuhi maksud Pasal 130 HIR

Jo. Pasal  82 ayat  (1) dan (4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang

Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah nomor 9

tahun 1975  serta  Pasal  18 ayat  (3)  PERMA Nomor 01 Tahun 2016,  maka

selama  persidangan  berlangsung  Majelis  Hakim  memberikan  nasehat  agar

Penggugat  berdamai  dan  kembali  rukun  sebagai  suami  isteri  bersama

Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
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Menimbang,  bahwa  Tergugat  yang  dipanggil  secara  resmi  dan  patut

sesuai  ketentuan  Pasal  17  Ayat  2  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik

Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di

Pengadilan  Secara  Elektronik,  akan  tetapi  tidak  datang  menghadap  harus

dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang

dilaksanakan  berdasar  Hukum Islam,  maka  berdasarkan  Pasal  49  Undang-

Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I  angka 37, Pasal  49 huruf (a)

beserta penjelasannya angka (9), maka perkara  a quo menjadi kewenangan

absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tempat

tinggal  Penggugat  berada  di  wilayah  hukum  Pengadilan  Agama  Mojokerto,

maka berdasarkan Pasal  73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama  Mojokerto;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  mendalilkan  telah  menikah  dengan

Tergugat  berdasarkan  Hukum  Islam  kemudian  karena  sering  terjadi

pertengakaran maka Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Mojokerto

menjatuhkan  talak  satu  ba’in  sughra  Tergugat   terhadap  Penggugat,  oleh

karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang

Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang

Peradilan  Agama,  Penggugat  mempunyai  legal  standing  untuk  mengajukan

perkara gugatan tersebut;

Menimbang,  bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut

dan karena  gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan

maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilan

menerima gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa dan

dipertimbangkan lebih lanjut;

        Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan

Agama  Mojokerto  menjatuhkan  talak  satu  ba’in  sughra  Tergugat  terhadap

Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi
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perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya pada bulan Desember tahun

2021 yang disebabkan Tergugat  tidak memberi  nafkah terhadap Penggugat.

Bahwa  Tergugat  tidak  memberi  nafkah  kepada  Penggugat,  dikarenakan

Tergugat  tidak  bekerja.  Tergugat  enggan  mencari  pekerjaan.  Bahwa  untuk

kebutuhan rumah tangga sehari-hari,  dibantu  oleh ibu kandung Penggugat.,

Penggugat  beserta  anaknya  pergi  meninggalkan  Tergugat,  hingga  saat  ini

antara Penggugat dan Penggugat telah hidup berpisah dan hingga perkara ini

menjelang diputus di Pengadilan mereka belum rukun sedangkan  Penggugat

tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang,  bahwa  ketidakhadiran  Tergugat  dipersidangan  dapat

diartikan Tergugat telah mengakui seluruh dalil-dalil  gugatan Penggugat  dan

pula  dapat  dinilai  sebagai  bukti  kebenaran  gugatan  Penggugat,  namun

pengakuan dalam bidang perkara  perdata  perceraian  bukanlah sebagai  alat

bukti  yang  menentukan  sebagaimana  pada  perkara  perdata  murni,  oleh

karenanya majelis hakim dengan berpedoman pada azas hukum acara  khusus

dalam perkara  perceraian  yang  berlaku  Majelis  Hakim berpendapat  dengan

bersandarkan  pada  ketentuan Pasal  163  HIR serta  dengan  memperhatikan

prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan ( to enforce the truth and justice)

dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun

1989  Jo.  Pasal  22  Peraturan  Pemerintah  nomor  9  tahun  1975,  maka

Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya meskipun perkara ini diperiksa

dan  diputus  tanpa  hadirnya  Tergugat  (verstek),  sehingga  dengan  demikian

alasan-alasan perceraian tetap harus dibuktikan; 

Menimbang,  bahwa untuk  membuktikan dalil-dalilnya  Penggugat  telah

mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi,

yang selengkapnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya itu Penggugat

mengajukan  bukti  P.1  diketahui  bahwa  Penggugat  tercatat  beralamat  di

Kabupaten  Mojokerto.  Berdasarkan  bukti  P.2  tersebut  dikaitkan  dengan

ketentuan pasal 73 ayat 1 UU Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dalam

UU Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan ketiga dengan UU Nomor 50 Tahun

2009,  tentang Peradilan  Agama  disebutkan  “gugatan perceraian  oleh  isteri
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atau  kuasanya  kepada  pengadilan  yang  daerah  hukumnya  meliputi  tempat

kediaman Penggugat kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan

tempat  kediaman  bersama  tanpa  ijin  Tergugat  “,  maka  berdasarkan  bukti

tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan dikaitkan dengan Yurisdiksi

Pengadilan  Agama  Mojokerto,  maka  pemeriksaan  perkara  ini  termasuk

kompetensi  relative  Pengadilan  Agama  Mojokerto   untuk  memeriksa  dan

mengadilinya ;

Menimbang,  bahwa  dari  bukti  P.2  (fotokopi  buku  kutipan  akta  nikah)

dikaitkan  dengan  ketentuan  pasal  7  ayat  (1)  Kompilasi  Hukum  Islam  di

Indonesia Tahun 1991, maka secara hukum telah terbukti  antara Penggugat

dan Tergugat  adalah pasangan suami  isteri  yang sah dan karena bukti  P.2

merupakan  akta  otentik  dan  pula  telah  bermeterai  cukup  serta  telah  cocok

dengan aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2

ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888 KUH Perdata,

sehingga  bukti  tersebut  mempunyai  kekuatan  bukti  yang  sempurna  dan

mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti

bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat dengan demikian Penggugat dan

Tergugat berkualitas sebagai subjek hukum (legitima persona standi in judicio)

dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil  gugatan Penggugat dan

Tergugat dalam pokok perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan

perselisihan dan pertengkaran yang  terus  menerus serta  sulit   didamaikan

untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka  proses pemeriksaan

perkara cerai gugat berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9

tahun  1975 dan  Pasal  116  huruf  (f).  Instruksi  Presiden  No.1  Tahun  1991

Kompilasi Hukum Islam Indonesia, haruslah sesuai dengan petunjuk Pasal 22

ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  No  9  Tahun  1975,  perceraian  baru  dapat

diterima  apabila  telah  cukup  jelas  bagi  Pengadilan  mengenai  sebab

perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar  keterangan pihak

keluarga  serta  orang-orang  yang  dekat  dengan  suami  isteri  itu.  Hal  ini

dilakukan setelah usaha damai yang sungguh-sungguh tidak berhasil sesuai
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dengan Pasal 31 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Pasal 82 ayat

(4)  Undang-undang No.3  Tahun 2006.dan Peraturan Mahkamah Agung RI.

No.2 Tahun 2004;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  telah  menghadirkan  saksi

dipersidangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat,

dan  beban  pembuktian  tersebut  dalam  pokok  perkara  ini  berupa  saksi

keluarga  dan  orang-orang  yang  dekat  dengan  Penggugat  adalah  sesuai

dengan  asas  doktrin  “lex  specialis  derogate  lex  generalis”,  merupakan

pengecualian  dari  apa  yang  diatur  dalam  Pasal  146  HIR,  khusus  berlaku

dalam  perkara  perceraian  dengan  alasan  Pasal  19  huruf  f  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam,

dan tidak diterapkan pada alasan perceraian selainnya.

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut

telah  memenuhi  syarat-syarat  formal  sebagai  saksi  berdasarkan  Pasal  76

Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 171

HIR  Jo.  Pasal  22  Peraturan  Pemerintah  RI.  nomor  9  tahun  1975,  maka

sepanjang  mengenai  sesuatu  yang  dilihat  sendiri  dan  atau  dialami  sendiri,

saling bersesuaian dapat dikonstantir sebagai fakta hukum bahwa Penggugat

telah  meninggalkan  Tergugat  sebagai  akibat  adanya  perselisihan  dan

pertengkaran,  sehingga sampai  dengan saat  ini  mereka berdua telah hidup

berpisah  rumah  dan  selama  itu  mereka  berdua  tidak  lagi  menjalankan

kewajiban  sebagai  suami  istri  secara  utuh,  kepada  mereka  telah  dilakukan

upaya perdamaian oleh berbagai pihak namun belum berhasil  damai,majelis

hakim menilai keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah

dan dapat diterima sebagai alat bukti ; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  dalil-dalil  gugatan  Penggugat

dihubungkan  dengan  bukti-bukti  surat  maupun  saksi-saksi  yang  dihadirkan

dipersidangan Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut: 

 Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  adalah  suami  istri  sah  yang

melangsungkan akad nikah pada tanggal 13 November 2021, sesuai Kutipan

Akta Nikah, tanggal 13 November 2021;
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 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di

terkadang bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di RT 003 RW

001 Desa Mojorejo;

 Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  hidup  rukun  baik  sebagaimana

layaknya  suami  istri  telah  melakukan  hubungan  sebagaimana  layaknya

suami isteri (ba'daddukhul), namun belum dikaruniai keturunan;

 Bahwa,  sejak  bulan  Desember  tahun  2021  antara  Penggugat  dengan

Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus

yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah terhadap Penggugat;

 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi perpisahan selama 3

tahun, dimana Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan Tergugat

telah meninggalkan tempat kediaman bersama. Dan sejak saat itu antara

Penggugat  dan  Penggugat  sudah  meninggaalkan  kewajibannya  sebagai

suami-istri;

 Bahwa, berbagai pihak telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat

mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil

karena Penggugat tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis

Hakim berpendapat bahwa tujuan pernikahan yang dilakukan oleh Penggugat

dan Tergugat untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa

rahmah, sejahtera lahir dan batin semakin jauh dari harapan karena cinta kasih

yang menjadi unsur dari sakinah telah hilang dan berganti dengan kebencian,

yang melahirkan pertengkaran dan  perselisihan yang terus menerus sifatnya ,

oleh karena itu terlepas dari siapa yang salah  dan siapa yang benar  yang

menjadi  penyebab  keduanya  bertengkar  dan  berselisih majelis  hakim

berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan pecah

sedemikian rupa yang berarti  hati  kedua belah pihak telah pecah dan tidak

mungkin  dipersatukan  kembali,  sehingga  tujuan  pernikahan  sebagaimana

dikehendaki dalam rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun

1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia  1991 tidak  lagi dapat

terwujud; 
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Menimbang bahwa, berdasarkan fakta tersebut diatas dapat disimpulkan

bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, fakta

mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa rumah tangga antara

Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan

yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa

rahmah  dengan  demikian  Majlis  Hakim  berpendapat  bahwa  rumah  tangga

Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak

terbina dengan baik;

       Menimbang,  bahwa  memperhatikan  keadaan  rumah  tangga  antara

Penggugat  dan  Tergugat  seperti  tersebut  di  atas,  Majelis  yang  memeriksa

perkara  ini  berpendapat  bahwa,  perceraian  lebih  maslahat  dan  memberi

kepastian  hukum  daripada  meneruskan  perkawinan,  bahkan  meneruskan

perkawinan  dalam  keadaan  seperti  tersebut  di  atas  dikhawatirkan  akan

mendatangkan madlorot  yang lebih besar  dari  maslahatnya bagi  Penggugat

dan Tergugat, sedangkan kemadlorotan  perlu dihindari sesuai dengan kaidah

fiqh yang berbunyi :

Artinya:  Menolak  kemafsadatan  lebih  didahulukan  daripada  menarik

kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tali

ikatan  perkawinan  kedua  belah  pihak  yang  berperkara  maka  dalam  hal  ini

perceraian  dipandang  sebagai  tasrih  bi  ihsan  dan  hal  ini  relevan  dengan

pendapat  Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa’ yang dikutip Sayid Sabiq dalam

Kitab Fiqhus sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi :

Artinya : “Maka bila kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap kumpul

sebagai  suami  isteri,  niscaya  akan  bertambah  buruk  dan  memperuncing

peselisihan, serta kehidupan menjadi suram”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu

mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman

248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :
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Artinya  :  “Maka  apabila  telah  tetap  gugatan  isteri  dihadapan  hakim

dengan  bukti  dari  pihak  isteri  atau  pengakuan  suami,  sedangkan  adanya

perihal  yang  menyakitkan   itu  menyebabkan  tidak  adanya  pergaulan  yang

pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah

pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.

Menimbang,  bahwa  demikian  juga  dalam  perkara  a  quo,  Pengadilan

Agama Mojokerto  merujuk pada putusan Mahkamah Agung R.I.  tanggal  17

Maret 1999, nomor 237 K/AG/1998 yang mengandung abstraksi hukum bahwa

cek-cok,  hidup berpisah,  tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah

satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak

lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai

dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang,  bahwa  dengan  telah  terbuktinya  kondisi  rumah  tangga

Penggugat  dengan  Tergugat  sebagaimana  tersebut  di  atas,  maka  Majelis

Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat

dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun

dan  harmonis  lagi  dalam rumah tangga  sehingga  gugatan  Penggugat  telah

memenuhi alasan perceraian  sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39

ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hukum Islam ; 

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai

dengan Pasal 19 huruf (f)  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai

dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal

31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai

tasrih  bi  ihsan,  maka  gugatan  Penggugat  mempunyai  dasar  hukum  dan
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beralasan, maka gugatan Penggugat yang pada petitumnya mohon dikabulkan

sebagaimana petitum angka 1 dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di

bawah ini ; 

Menimbang,  bahwa  Tergugat  tidak  pernah  hadir  di  muka  sidang

meskipun  ia  telah  dipanggil  dengan  resmi  dan  patut  sedangkan  ketidak

hadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Tergugat

dinyatakan  tidak  hadir.  Kemudian  oleh  karena  gugatan  Penggugat  telah

memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 125

HIR gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

       Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah

dukhul dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 gugatan

Penggugat dapat dikabulkan, dan sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c

Kompilasi  Hukum  Islam  maka  perlu  ditetapkan  jatuhnya  talak  satu  bain

shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang,  bahwa karena perkara  a quo  masuk bidang perkawinan,

maka berdasarkan Pasal  89 ayat  (1)  Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

MENGADILI 

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk menghadap sidang, tidak hadir ;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp410.000,00 ( empat ratus sepuluh ribu rupiah);

       Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama

Mojokerto  pada  hari  Selasa tanggal  25  Februari  2025 Masehi,  bertepatan

dengan tanggal 26 Sya'ban 1446 Hijriyah oleh Drs. AMAR HUJANTORO, M.H.
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sebagai Ketua Majelis, Drs. H. NURIL HUDA, M.H. dan MUNAWAR, S.H., M.H.,

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari

itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para

Hakim  Anggota  tersebut,  dan  didampingi  oleh  FARHAN  HIDAYAT,  S.H.I.

sebagai  Panitera  Pengganti  serta  dihadiri  oleh  Kuasa  Penggugat secara

elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Ttd Ttd

Drs. H. NURIL HUDA, M.H. Drs. AMAR HUJANTORO, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

MUNAWAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

FARHAN HIDAYAT, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp.  30.000,00

2. Proses : Rp.  150.000,00

3. Panggilan : Rp.  40.000,00

4. PNBP Panggilan : Rp. 20.000.,00

5. Redaksi : Rp.  10.000,00

6. Penggandaan Gugatan :Rp      50.000,00

7. Biaya Sumpah : Rp.  100.000,00

8. Meterai : Rp.            10.000  ,00
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Jumlah Rp. 410.000,00 

(empat ratus sepuluh ribu rupiah)
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